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KATA PENGANTAR 
BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

 
 
PENDAHULUAN 
 

• Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas 
pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK 
pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai 
masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, 
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga 
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.  

• Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila 
ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, 
Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.  

• Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak 
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 

 
 
FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT 
 

• Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 
➢ Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga 

Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
➢ Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus 

Akuntansi Pemerintahan. 
➢ Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.  
➢ Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus 

kendali mutu jawaban.  
➢ Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP. 
➢ Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
➢ Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP. 

 
 

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 

 

• Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata 
bagi semua pemangku kepentingan. 

• Memberi panduan semacam yurisprudensi. 

• Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan  untuk memecahkan sendiri 
kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa 
walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi 
Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi 
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau 
surat publik yang dilayangkan kepada KSAP. 

• Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.  
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• Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & 
LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK. 

• Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti 
kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi 
pemerintahan. 

• Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban 
masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis. 

• Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus 
muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk 
Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan 
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru. 

• Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru 
atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan 
berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku 
kepentingan. 

• Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi 
contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP. 

• Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam 
buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
 

 
KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP 
 

• Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian 
produk resmi KSAP. 

• Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi  atau Buletin Teknis baru 
tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan. 
 

 
PROSES BAKU (DUE PROCESS) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK 
 

• Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah 
dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut. 

• Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada 
dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi 
pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia 
akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, 
dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara 
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan 
bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat 
dan proses tanda tangan surat oleh KSAP. 

• Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan 
perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang 
perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-
kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok 
Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban. 

• Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 
atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan 
membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber 
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mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas,  menghindari istilah kiasan, 
tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada 
kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan. 

 
 

 
PEDOMAN PENGGUNAAN 
 
Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya 
memahami bahwa : 
 

• Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, 
terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.  

• Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta 
mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban 
tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah. 
 

 
PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 
 

• Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP. 

• Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada 
edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai 
pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan 
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut. 

 
 
 

Jakarta,        Januari 2021 



No. Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal

1 4-Feb-2021 S-20/K.1/KSAP/I/2021 Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Pendapatan atas pengakuan 

pendapatan perpajakan-LO

2 26-Feb-2021 S-26/K.1/KSAP/I/2021 Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi 

Banten

Perlakuan penyajian dana yang 

tertahan pada Bank

3 14-Apr-2021 S-36/K.1/KSAP/IV/2021 Kepala Perwakilan BPK Prov. Banten Penyertaan modal dan investasi

4 14-Apr-2021 S-37/K.1/KSAP/IV/2021 Kepala BPKAD Pemerintah Kota 

Yogyakarta

Pengakuan utang dan mekanisme 

pembayaran

5 21 Mei 2021 S-43/K.1/KSAP/V/2021 Kepala Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan

Kementerian Keuangan Pengakuan pemdapatan perpajakan-

LO

6 25 Mei 2021 S-44/K.1/KSAP/V/2021 Auditor Utama 

Keuangan Negara II

Badan Pemeriksa 

Keuangan

Pendapatan dari Transaksi 

Nonpertukaran 

7 28 Mei 2021 S-45/K.1/KSAP/V/2021 Bupati Pemerintah Kabupaten 

Konawe Selatan

Penyajian informasi keuangan

8 28 Mei 2021 S-46/K.1/KSAP/V/2021 Bupati Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto

Penghapusan utang

9 10 Juni 2021 S-51/K.1/KSAP/VI/2021 Sekretariat Utama BPOM Kebijakan khusus penatausahaan alat 

gelat

10 25 Juni2021 S-52/K.1/KSAP/VI/2021 Kepala Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan

Kementerian Pertanian Aset Tak Berwujud

11 14 Juli 2021 S-59/K.1/KSAP/VII/2021 Bupati Magelang Pemerintah Kabupaten 

Magelang

Pendapat atas Kebijakan Akuntansi 

Persediaan

12 10 Agustus 2021 S-66/K.1/KSAP/VIII/2021 Direktur Utama LPDP Konsultasi terkait Standar Akuntansi 

Pemerintahan tentang Instrumen 

Keuangan

13 24-Sep-2021 S-74/K.1/KSAP/IX/2021 Kepala BPKD Pemerintah Kabupaten 

Solok Selatan

Tanggapan permintaan pendapat

14 24-Sep-2021 S-75/K.1/KSAP/IX/2021 Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Rekomendasi hasil kajian data mikro

15 24-Sep-2021 S-76/K.1/KSAP/IX/2021 Direktur RSUD Dr. ISKAK Bantuan alat kedokteran dan alat 

kesehatan

16 24-Sep-2021 S-77/K.1/KSAP/IX/2021 Kepala BPPKAD Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo

Permohonan pendapat pengukuran 

pendapatan dan belanja yang 

bersumber dari APBN

17 24-Sep-2021 S-78/K.1/KSAP/IX/2021 Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Pendapat terkait pengukuan dan 

penyajian hak pemerintah yang sudah 

jatuh tempo namun belum terbit 

18 29-Sep-2021 S-80/K.1/KSAP/IX/2021 Inspektur Daerah Pemerintah Kota Cirebon Pencatatan benda cagar budaya

19 29-Sep-2021 S-81/K.1/KSAP/IX/2021 Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan Pendapat atas perlakuan penyusutan 

aset tetap yang dihentikan 

penggunanya
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dan Pelaporan 

Keuangan DJPBn

Kementerian Keuangan Pendapat Terkait Penggunaan Kurs 

Penutup untuk Keperluan Pelaporan 

Keuangan

21 17-Nov-2021 S-93/K.1/KSAP/XI/2021 Gubernur Pemerintah Provinsi 

Gorontalo

Pendapat atas Revisi Kebijakan 

Akuntansi

No. Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal
20 4-Nov-2021 S-91/K.1/KSAP/XI/2021 Direktur Akuntansi 
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